
Menimbang 

Mengingat 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TAHUN 20OT NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

TENTAN 

BUPATT BEKASI, 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tetang Perubahan Kedua Ats 
eraturan daerah Nomor 8 Tatun 2004 tentang Keduduke 
Protokoler dan Keuangan irpinan dan Anggota Dewae 
Perwakdlan Rakyat Daerah (Lernbaran Daerah kabupaee 
Bekasi Nomor 3 Tahun 2007), maka Peraturan Bupati Belkasi 
yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler an Keuangan 
Pirmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae0ah 
perlu diubah dan disesuaka 

b. bahwa atas dasar pertimnbangan sebagar7an.a dimnaksud 
pada hurut a tersebut di at.as, perubahan dan 
pryesuaiannya perlu dtetap#an dengan Peraturan Bupati 

1. undang-unag Nomor 14 Tahon 19s0 ten«an9g"""tan 
Daerah-daerah Kabupaten dalarmn Lingungan ropinsi lawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomnor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3363) 

PERUEAHAN ATAS PERA TURAN BUPATT BEKASI NOMOR 3A TAHUN 200¢ 

TENTANG PETUNJUJK PEL AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BEKASI TENTANG KEDU UKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 

DAN ANGOTA LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA4 



• 

Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 20OS 
Noor 47,Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis eenusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwaklan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daeral 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahu 2003 N@mot 

92Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 204 Noenor 5, Tanbahan Lerbarge 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Peru.dang---undangan (Lembarg 
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nome 
4389) 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentan, 
Pererintahan Daerah sebagaimana telah iubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20OS tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uodang Nomgr 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-ndang Nomor 32 
Tahu 2004 tentang Pererintahan Daerah menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik done i Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones.ia 
Nomor 4548) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pererintah Pus.at dee 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nmnor 126, Tarnbahan Lembaran Neas 
Republik Indonesia Nomor 4438) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20OO tentang 
Kewenangan Permerinta.h dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubhk lndonesis 
Tahun 200 Nmor 54 Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Dae rg 
(Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namer 
202,Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 
4022 
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Menetapk.an 

1f. Peraturan Pemerintah Nmo 20 T%bun 2001 tentan 

Pembinaan an Pengarwas.an Atas Penyelenggataan 
Pererintahan Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nmar 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090) 

12 Peraturan Pererintah Noror 24 tahun 2004 tentang 
Keduduka Protokoler dan Keuagain irpinan dan Ang9oa 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
tiga kali terakhit dengan Peraturan Pemerintah Namnor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Peenerintah Namnor 24 Tun 2004 tentang Kedudukan 
Protokolet dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lerbarge 
Negara Republik Indonesia Nomnor 4712 

13. Peraturan Penerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Pedomain Peyusunan peraturan Tata Tetib Dew 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 204 Naenr 91, Tanbahan Lermnbara 
Negara Republik Indonesia Nomnor 4417) 

14 feraturan menteni Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kernamnpuan Keuangan Daer 

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunag 
Belanja Penunjang Opersiona ipinan Dewan Perwall 

Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangar 
koruni.asi Intensif dan dana Operasi0al 

15 perauuran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 
tentang Kedudkan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan 
nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Norr 3 Tahun 2007 tentang Perubanan Kedoa Atas 
Pera uran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 200 
tentag Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabuoaten Belkasi Tahun 2007 Nmot 3 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang okokpokok Pengelolaan Keuangan Daerat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomnor 2 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BEKSI NOMOR 3A TAHUN 2006 
TENTANG PETUNJUK ELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 



Pasal 6 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Aggota DPRRD meninggal dunia, kepata ahli 
wars diberian 

Pasal l 

Beberapa ketertuan atam Peraturan Bupat Belasi Nomor 3A Tahun 200°""" 
Petunjuke Pelaksanan Peratu an Daerah Kabupaten Bekeasi tentang kKedudu aan 

eotokoler dan Keuangn Pim inan dan Anggot Dewan Perwakidan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Se casi Tahun 200 Nomor 2 Seri A), diubah sebagal 
benkut 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) diubah. sehingga Pasai 4 ayat (5) berbunyi 
sebagai berkut 

Pasal 4 

(5) Tunjangan perurmahan sebagaimana dimnaksud pade ayat (4) ditetapia 
sebagai berikut 

b. Wakil Ketua DpD 
c. Anggota DPRD 

a Ketua DPRD 

Ketentuan dalam Pasal 1, ditambah 3 angka yaitu angka 15, angia 16 dan 
angka 17. sehingga asal 1 angka 1, angka 16, dan angka 17 berbuny 
sebagai berikut 

15. Tunjangan Komunikasi intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah 
uang var.g diberikan kepada Pimnpinan dan Anggota DPRD getiap bula 
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pirpinan dan Anggota 
DPRD 

16. Belanja erunjang Operasional Pirpinae LPRD yang selanjutnya dis.e-but 
BPO Pinpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD 
$etiap bulan untuk menuniang keg+at.an Operas.ion.al yang diberkaan 
dengan refresentasi, pearyanan, dan kebutuhan lain guna melancarka 
pelaksanaan tugas Pirmpinan D9RD gehari-hari 

7 Kelompok erarnpuan keuangan daerah adalah klas.if.asi/laster suatu 
daerah untuk mnenentukan kelompol keramnpan keuangan derah 
tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan 
besaran Turjangan Korunikasi lntens.if da Belanja Penunjang 
Operasional Pipinan pada setiap klaster 

RRp 8.500.000.00 (delapan jta lira ratus 
nibu rupiah); 

Ro 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) 
R7.500.000.00 (tujuh juta limna ratus ribu 

rupiah) 

3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasat 6 ayat (3) berbunyt 
sebagai berikut 
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• alanr hal pimpinan dan anggota D9RO meninggal dunia tidak dale 
menyalank.an tug.as, kepada ahli waris diberikan rang duka sebes 2 
(dua) kali uang representasi 

dalam hal pimpinan atau Anggota pp meninggal dunia dalarm 
menjalank.an tugas, epad.a a.hli waris diberik.an uang du.a sebes~r 6 
(enam) kali uang representasi 

bantuan biarya pengurusan jenazah 

1) biaya pemetian dan pengurusan jenaah sebesar R; 
3.000.000.0 (tiga juta rupiah) 

5. Diantara Bab Ill dan Bab IV, ditambah bab bar yaitu BAB ILA serta diant%es 
Pasal 1f dan Pasal 12 ditambah pasal baru yaitu Pasal 11A sampair dengan 
Pasal 11H, yang berbunyi sebagai berkut 

BAB NIA 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUN.JANG 
OPERASIONAL 

Pasal 11A 

Penentuan TKl an EPO didasarkan pada kelomnpok'dater kernarpuan 
euangan daerah yang erdii atas 3 (tigs) elompok, yau 

a. tinggi, 

b. sedang an 

c. tendah 

2) tiaya pengangkutan iberikan sesuai tarif yang berlak pa 
alat angkut yang digunakan 

4. Ketentuan dalam Pa8al 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berilt 

Pa8al 11 

(1) Rapat-rapat fraksi dilakukan di gedung DPRD disediakan konsurnsi dee 
kelengkapan fapat 

(2) Pelaksaaan kegiatan sebagaimana diraksud dalam Pa6al 10 at ( 

apat mendatangkan tenaga ahl, ratasumnber dart asistensi dapat 
iberikan bantuan biaya sesuai denga standar biaya belanja derah 

(3) Dalamn hal tenaga ahli, naraumber dan asistensi dimaksud berase dee 
uar daerah dapat disediakan bartuan akomodasi berupa transportasi, 

pengnapan da makan minum 

(4) Segala biaya sebagaimana diraksud pada aryat (1), ayat (2) dan ayat (3 
dibebankan pada anggaran Sekretariat DD Kabupaten Belg 



Pasal 118 

(f) enentuan kelompok kernarnpua keuang.a dash sebagair.an.a 
dimasud dalam Pasa! 114 dihitung dengan menggunaka formula 
emampuan keuangan daerah sarna 0den9an penarparan1 urn derah 
dikurangi belanja Pegawai Negeni Sipil Daera (NSD; 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) terdirt 
atars perdapatan asli daerah ditamnbah dana bagi hasit dan dana alokasi 
turn 

(3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdii atas gag dan 
tunjangan Pegawai Negeri Sipit Daerah yang meliput gadj pokok 
tunjangan keluarga tunjangan jabatan, tunjangan beras, an tuniangan 
pajak penghasilan «ppn Pasel 21) 

Pasal 1 1 C  

(1) Data yang digunaan sebagai dasar penghitungan kerarnpua keuangan 
daerah adalah data Anggaran endaatan dan Belania Daerah (App] 
duk tatun anggaran belanya/berkenaan 

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana firmaksu 
pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Aggaran Pernerintah Kabupaten Bekagi 

Pasal 11D 

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kbupaten, diatu 
sebagai benikut 

a. diata Rp. 400.000.000.000.00(erpat ratus miyar rupiah) elomnpokken 
pada kemnampuan euangan daerah tinggi 

b. antara Rp. 200.000.000.000.0 (dua ratus mityar) sampai dengan Rp 
400.000.000.000,0 ( empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pad.a 
emampuan keuangan daerah sedan 

c. dibawah 200.000.090.000,00 (dua ratus miyear) dikelompokkan pact 
kernampuan keuangan daerah rendah 

Pasal 11E 

(1) Bagi daerah dengan kerampuan keuangan daerah kelorgpok tinggi 
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 110, TKl bagi Pimnpinan dan Anggota 
DPRD iberikan paling barryak sebes.ar 3 (tiga) kali tang representasi 
Ketua DPRD 

(2) Bagi daerah dengan kerarpuan keuangan daerah kelompok sedan 

sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 110, 7KI bagi Pimnpinan dan Ang9ota 



Do «diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kal ang representasi 
Kettua DPRD 

(3) Bagi daerah dengan kemamnpuan keuagan d@era.h kelornpok rend.ah 
sebagairmana dimaksud dalanr. Pasal 11p 7Kbagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD iberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gang representasi 
Ketua DPRD 

Pasal 11f 

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelomgpok tinggi 

sebagaimaa dimaksud dalam pgsal 110, BPO pinging DP'RD 
disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali tang representasi Ktug 
D9pp diamnbah dengan 4 (empat) kali jumlah rang representasi seluruh 
Wakl Ket0a DPRD 

(2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedans 
sebagaiman% dimnaksud dalam Pasal 11D, BpO inpinan D9RD 
isediakan paling Danyak sebesar 4 (empat) kali tang representasi Ketua 
DPRD ditambah dengan 2 1/2 (ua seperdua) kal jurlah uang 
representasi seluruh Wakl Ketua DR 

(3) Bagi daerah dengan kerarmpuan keuangan daerah elornpok rendah 
sebagaimana diaksud dalam Peal 11D, 99O Pnpin DPRO 
diediakan paling banyak sebesar 2 (ua) kali tang representasi Ketua 
DPR itambah dengan 1 1/2 (satu seprdua) kali jormlah ua 
representasi seluruh Waked Ketua D9R 

Pasal 11G 

Pengelompokan kemampuan euangan daerah sebagairana dimaksud dalarr 
Pasal 11Dilakukan oleh Tin Anggaran Pererintah Kabupaten Belast 

Pasal 11H 

Tunjengain KOmunikasi lntens.if sebagairnana dial.sud dalam Pa5al 11 
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januani 20p7 

Pasal 1 1 f  

Belanija Penunijang Operasional Pirmnpinan DPRD gebagaimana dimal.sud dale 
asal fif disediakan terhitung mulai tanggal 1 Apr4 2097 

Pasal 1 1 J  

Besaran TK! bagi impinan dan Anggota DPRD tan BPO Pirnpinan DPRD 
ditetapian dengan Keputusan Bupat 



Pasat ll 
Pecaturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 
Agar setap 0rang mengetahuinya, mererintahk.an pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 4 Jui 2007 

BUPATT BEKASI 

H. SAU/UDDIN 

Diundangkan di Bekasi 

pada tanggal eKKT 

/ SEKRETARISI KAB BEKAI/ 

H. R HERRY KOE SAERIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 20OT NOMOR 



Pasal l 

Peraturan Bupati ini mulai b rlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetat uinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Ditetapkan di Bekasi 

pada tang9gal 4 Juni 2007 

BUPATT BEASl 

H. SA DUDDIN 

Diundangkan di Bekasi 
pada tangga! 4 2COT 

• 

H. R. HERRY KOESAEI S 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 20OT NOMOR g 



Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar seiap 0rang fngetahuiya, memerintak.an pengundanga Peratuan Bupal 
ini dengan penerpatan0ya dalamn Benita Daerah Kalt paten Beas 

Ditetapkan di Beksi 

pada tanggat 4 Juni 2007 

BUPATI BEKASI 

H. SA DUDDIN 

Diundangkan di Belcasi 
pada tanggal 4 Jani 200 

H. R. HERRY KOESAERI S 

BERITA DAERAN KABUPATEN BEKASI TAWUN 2007 NOMOR4 


